


bahwa berdasarkan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24
~ahun 2013 = 1 Setiap pejabat dan petugas pada
desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan
Instansi  Pelaksana yang memerintahkan dan/atau
memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada
Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen
Ki_ >ndudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah);

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8
Tahun 2012 telah ditetapkan Retribusi Pengantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun
2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 telah ditetapkan denda
untuk setiap keterlambatan pelaporan peristiwa penting
kependudukan;

bahwa berdasarkan Pasal 155 undang undang 28
Tahun 2008 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali, peninjauan tarif Retribusi dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian, penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e, perlu
menetapkan  Peraturan Walikota Tentang  Retribusi
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;
























